
 
 

 
 

 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  

  NOMOR 54 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING                    
DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan 

belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah dan 

bantuan sosial yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan  Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi  Belanja  

Hibah dan Bantuan Sosial; 

c. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan  Pelaporan 

serta Monitoring dan Evaluasi  Belanja  Hibah dan 

Bantuan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi  Belanja  Hibah dan Bantuan Sosial, tetapi 

karena adanya penyesuaian dengan peraturan dari 

pemerintah pusat terkait dengan pengaturan Badan 

Usaha Milik Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi  Belanja  

Hibah dan Bantuan Sosial, perlu diubah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2023 Nomor 8); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah 

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 

dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan 

kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) 

atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada  

Perangkat Daerah. 

13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen 

yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat 

Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang 

selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran langsung. 

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 
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17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas 

Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

18. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, 

dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak 

mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya 

disingkat BUMN adalah adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUMD adalah adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Daerah. 

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut 

BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah 

yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 

Daerah dengan penerima hibah.  

23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
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24. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan 

sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak 

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena 

alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang 

dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk 

berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan 

yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

26. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota 

masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan 

sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah 

kegiatan bersama.  

27. Instansi Vertikal adalah lembaga pemerintah yang 

merupakan cabang dari kementerian pusat yang 

berada di Daerah.  

28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

29. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di 

dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-

norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang 

nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan 

sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan 

berulang. 
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30. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT 

adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah 

masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan 

oleh Lurah/Kepala Desa. 

31. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah 

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah 

pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan 

oleh Lurah/Kepala Desa. 

32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas 

menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati 

dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

33. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat 

RAB adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk 

setiap pekerjaan pembangunan atau proyek 

konstruksi. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

kepada: 

a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. BUMN; 

d. BUMD; 

e. BUMDesa; dan/atau 

f. Badan, Lembaga, dan Organisasi 

Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. 

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja 

urusan pilihan.  

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian 

sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 
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(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memenuhi kriteria minimal: 

a. peruntukannya secara spesifik telah 

ditetapkan; 

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak 

terus menerus setiap tahun anggaran kecuali: 

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

daerah untuk keperluan mendesak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan. 

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah 

Daerah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan; dan 

d. memenuhi persyaratan penerima Hibah. 

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 

(7) sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 5 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan 

kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya 

berada dalam daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil 

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka 

penerusan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam 

rangka meneruskan Hibah yang diterima 

Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan 

kepada Badan dan Lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang 

diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 

Gubernur atau Bupati; 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat 

sosial kemasyarakatan berupa kelompok 

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, dan keberadaannya 

diakui oleh pemerintah pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau 

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau 

kepala Perangkat Daerah sesuai dengan 

kewenangannya; 

d. melalui pengesahan atau penetapan dari 

pimpinan instansi vertikal atau kepala 

perangkat daerah terkait dengan 

kewenangannya; dan 

e. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada 

Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan hukum perkumpulan yang telah 

mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan 

hak asasi manusia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka 

mendorong perkembangan BUMDesa dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,  

BUMN, BUMD, BUMDesa dan/atau Badan, dan 

Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan 

usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui 

Perangkat Daerah terkait dalam bentuk proposal 

yang berisi minimal: 

a. surat permohonan yang ditandatangani oleh 

ketua Kelompok Masyarakat atau sebutan lain 

dari calon penerima bantuan, khususnya untuk 

Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi 

Kemasyarakatan yang berada di tingkat RT 

diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala 

Desa/Lurah dan Camat setempat; 

b. rencana penggunaan bantuan; 

c. susunan pengurus; dan 

d. surat pernyataan belum pernah menerima 

bantuan dari APBD pada tahun sebelumnya, 

kecuali diatur tersendiri oleh Peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk 

melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yaitu: 

a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah lainnya, Organisasi Kemasyarakatan 

berdasarkan kesamaan kegiatan, organisasi non 

pemerintahan yang bersifat nasional yang 

dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-

undangan, Organisasi Kemasyarakatan 

berdasarkan kesamaan profesi, fungsi, agama 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa oleh badan yang membidangi; 

b. Hibah kepada Kelompok Masyarakat bidang 

pendidikan dan kebudayaan oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

c. Hibah kepada Kelompok Masyarakat bidang 

pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perikanan; 

d. Hibah kepada Kelompok Masyarakat bidang 

kesehatan oleh Dinas Kesehatan; 
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e. Hibah kepada Kelompok Masyarakat bidang 

keolahragaan non profesional dan pariwisata, 

dan kelompok kepemudaan oleh Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;  

f. Hibah kepada Kelompok Karang Taruna oleh 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; 

g. Hibah yang bersifat pendampingan dari 

kegiatan pemerintah pusat/provinsi  dan 

Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam 

bidang-bidang tersebut di atas disesuaikan 

dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah terkait. 

(3) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi 

kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian 

terhadap ketentuan yang ada atas usulan dari 

calon penerima bantuan dan menyampaikan 

hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati 

melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 

prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. 

5. Ketentuan ayat (4) angka 2 dan angka 3 huruf a Pasal 

13 diubah dan menghapus ayat (4) angka 10 huruf a 

Pasal 13, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta 

besaran uang atau jenis barang atau jasa yang 

akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi dasar 

penyaluran/penyerahan Hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah 

Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah 

penandatanganan NPHD. 
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(4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan 

dengan cara pembayaran langsung, dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

a. berdasarkan Keputusan Bupati tentang 

Pemberian Hibah, penerima Hibah berada di 

tingkat RT mengajukan permohonan pencairan 

dana kepada Bupati cq. Kepala Perangkat 

Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran yang 

diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala 

Desa/Lurah, Camat dengan dilampiri: 

1. rencana penggunaan bantuan, untuk 

bantuan yang bersifat fisik dilengkapi 

dengan gambar dan RAB;  

2. bantuan yang bersifat fisik sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 sebesar kurang dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 

gambar dan RAB ditandatangani oleh Ketua 

Organisasi; 

3. bantuan yang bersifat fisik sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

atau lebih, gambar dan RAB diketahui oleh 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yang dapat didelegasikan 

kepada Kepala Bidang terkait; 

4. foto keadaan 0% (nol persen) untuk lokasi 

yang direhab/dibangun (apabila bantuan 

bersifat fisik); 

5. susunan pengurus organisasi penerima 

bantuan; 

6. NPHD masing-masing penerima hibah; 

7. tanda bukti pembayaran (D.XII.G); 

8. fotokopi buku/bukti rekening bank pada 

bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

atas nama penerima Hibah; 

9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang (KTP) 

penerima Hibah;  

10. Fotokopi surat telah terdaftar di 

Kementerian Hukum dan HAM, atau surat 

penetapan dari Perangkat Daerah terkait 

yang berwenang;  
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11. surat pernyataan bertanggung jawab 

mutlak/pakta integritas dari penerima 

Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan 

rencana, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh 

ribu rupiah); dan 

12. berkas permohonan pencairan belanja 

Hibah dibuat rangkap 3 (tiga). 

b. PPTK-Perangkat Daerah terkait mengadakan 

penelitian berkas kelengkapan permohonan 

sebagai berikut: 

1. memeriksa secara rinci lampiran 

permohonan; 

2. memeriksa nama penerima, alamat, uraian 

bantuan dan jumlah anggaran sesuai 

dengan Keputusan Bupati tentang 

pemberian Hibah; 

3. dalam hal permohonan pencairan tidak 

memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah 

terkait memerintahkan penerima Hibah 

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; 

dan 

4. setelah permohonan pencairan diteliti dan 

dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, 

PPTK-Perangkat Daerah terkait mengajukan 

berkas permohonan  kepada Bendahara 

Pengeluaran yang telah dibubuhi 

cap/stempel ”Telah diteliti oleh PPTK-

Perangkat Daerah terkait”. 

c. Kepala Perangkat Daerah terkait 

memerintahkan Bendahara Pengeluaran 

membuat SPP-LS kepada Pengguna Anggaran 

melalui PPK-Perangkat Daerah; 

d. PPK-Perangkat Daerah meneliti kelengkapan 

SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah 

dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan 

SPM-LS untuk diajukan kepada Pengguna 

Anggaran untuk ditandatangani;  

e. SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara 

Umum Daerah pada BPKPAD untuk diterbitkan 

SP2D; 

f. Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim 

SP2D kepada bank yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah; dan 



 

 

14 

g. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

memindahbukukan dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke masing-masing penerima Hibah. 

 (5) Apabila dalam tahun anggaran berkenaan belanja 

Hibah tidak dicairkan, maka tidak dapat 

diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya. 

6. Ketentuan angka 3 huruf a ayat (3) Pasal 32 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 32 

 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran 

Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran  dan/atau penyerahan Bantuan Sosial   

didasarkan  pada daftar penerima  Bantuan  Sosial  

yang  tercantum  dalam Keputusan Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan 

dengan cara pembayaran langsung, dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

a. berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian 

Bantuan Sosial kepada individu, keluarga dan/atau 

masyarakat serta Lembaga non pemerintah di 

Daerah, penerima Bantuan Sosial mengajukan 

permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. 

Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna 

Anggaran yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, 

Kepala Desa/Lurah, Camat melalui Perangkat 

Daerah terkait dengan dilampiri: 

1. rencana penggunaan bantuan, untuk bantuan 

yang bersifat fisik dilengkapi dengan gambar dan 

RAB; 

2. surat permohonan yang ditandatangani oleh 

ketua Lembaga non pemerintah calon penerima 

bantuan, diketahui oleh Ketua RT, RW, Kepala 

Desa/Lurah dan Camat setempat;  

3. bantuan yang bersifat fisik sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 

lebih, gambar dan RAB diketahui oleh Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

yang dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang 

terkait; 
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4. foto keadaan 0% (nol persen) untuk lokasi yang 

direhab/dibangun (apabila bantuan bersifat 

fisik); 

5. susunan pengurus organisasi penerima bantuan; 

6. tanda bukti pembayaran (D.XII.G); 

7. fotokopi buku rekening bank pada bank yang 

ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama 

penerima bantuan; 

8. fotokopi KTP penerima bantuan; 

9. surat pernyataan bertanggung jawab 

mutlak/pakta integritas penerima bantuan yang 

menyatakan bahwa bantuan yang diterima 

dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan 

rencana penggunaan bantuan, bermeterai 

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan 

10. berkas permohonan pencairan bantuan sosial 

dibuat rangkap 3 (tiga). 

b. PPTK-Perangkat Daerah terkait mengadakan 

penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai 

berikut: 

1. memeriksa secara rinci lampiran permohonan; 

2. memeriksa nama penerima, alamat, uraian 

bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan 

keputusan bupati tentang pemberian bantuan; 

3. dalam hal permohonan pencairan tidak 

memenuhi syarat, kepala Perangkat Daerah 

terkait memerintahkan penerima bantuan untuk 

melengkapi dan/atau memperbaiki; dan 

4. setelah permohonan pencairan diteliti dan 

dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, PPTK-

Perangkat Daerah terkait membubuhi 

cap/stempel ”Telah diteliti oleh PPTK-Perangkat 

Daerah terkait”. 

c. kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan 

Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada 

Pengguna Anggaran melalui PPK; 

d. PPK-Perangkat Daerah terkait meneliti kelengkapan 

SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

e. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan 

SPM-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran 

untuk ditandatangani; 

f. SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum 

Daerah pada BPKPAD untuk diterbitkan SP2D; 

g. Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim SP2D 

beserta daftar penguji kepada bank yang ditunjuk 

oleh Pemerintah Daerah; dan 
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h. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing 

penerima Bantuan Sosial sesuai daftar yang 

tercantum dalam lampiran SP2D. 

(4) Dalam hal Bantuan Sosial tidak dicairkan hingga akhir 

tahun, Bantuan Sosial tersebut tidak dapat 

diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya. 

7.  Ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan 

Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

        Pasal II 

      Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di  Sukoharjo  

pada tanggal 18 Desember 2024  

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd. 

 

ETIK SURYANI 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 18 Desember 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd. 

  
WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2024 NOMOR 54 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

 
TEGUH PRAMONO,SH,MH 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19710429 199803 1 003 
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